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<b>ABSTRAK</b>

Perbedaan landasan hukum antara peran dan fungsi notaris sebagai pejabat publik di bidang keperdataan
dengan peran dan fungsi penyidik dalam penegakan hukum pidana, menyebabkan penulis tertarik untuk
membuat tesis berjudul "PERAN NOTARIS DAN PENYIDIK DALAM PEMANGGILAN NOTARIS

BERKENAAN DENGAN PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN AKTA"

Pokok permasalahan yang penulis kemukakan adalah apakah pemanggilan notaris oleh penyidik telah sesuai
dengan UUJN dan MOD serta apa yang akan dilakukan oleh majelis pengawas apabila terjadi
penyimpangan dalam prosedur pemanggilan notaris oleh penyidik dan tindakan apa yang akan dilakukan
oleh penyidik dengan adanya keterbatasan waktu pemanggilan dan apabila notaris telah dipanggil sesuai
dengan prosedur pemanggilan tetapi tidak hadir memenuhi panggilan tersebut baik dalam kedudukannya
sebagal saksi ataupun tersangka.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum
normatif, yang merupakan penelitian hukum yang mempergunakan data primer atau data yang diperoleh
langsung dari sumber melalui wawancara dengan Mg elis Pengawas Daerah (MPD) dan Penyidik.
Disamping itu penelitian ini juga termasuk bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan kemudian dikaitkan dengan teori-teori ilmu hukum serta praktek

pel aksanaannya sebagai hukum positif mengenai notaris dan polisi. Analisa data dalam Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian secaratertulis atau
lisan dan perilaku nyata.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis memperoleh gambaran dan dapat menyimpulkan bahwa
pemanggilan notaris oleh penyidik berkenaan dengan perkara yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh
notaris telah sesuai dengan Undang-undang Tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan MDU antara I katan
Notaris Indonesia (INI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yaitu harus dengan persetujuan
Majelis Pengawas Daerah (MPD) berdasarkan pasal 66 UUJN.

<hr>

<i><b>ABSTRACT</b>

The difference of the law basis concerning the role and function of a notary as a public officia in acivil
matter, with the one of investigator in the realm of legal enforcement, is the reason of the writer's interest on
the thesiss topic.

The main problem to be addressed in this research is whether the appeal of a notary conducted by an
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investigator has been in accordance with the Law Concerning Notary Position, and the Memorandum of
Understanding, and what is the act to be conducted by the Supervision Committee in case thereisaviolation
committed by the investigator in the procedure of appeal, aswell aswhat are the act to be conducted by the
investigator concerning the limited time for the appeal, and the notary has been appealed in alegally correct
procedure, but the latter party doesn't fill the appeal both in his position as witness as well as suspected.

The method applied in this research is the normative one, means that the research using the primary data, in
this case, the one directly collected from an in-depth interview with the respondent from the Regional
Council Supervisor and the investigator. Furthermore, this research aso can be considered as a descriptive
analytical one, since it describes the applicable law which is then connected with the law theories aswell as
its implementation as a positive law concerning notary and police. A qualitative approach is applied in the
data analysisin this research, in this context would mean the one stated by the research objects both
wittingly and orally, as well as their obvious behavior.

Based on the research the writer draws a conclusion that the notary appeal conducted by the investigator
concerning the case related to the deed had been made by the notary has been in accordance with the Law
Concerning Notary Position, as well asthe MoU between the Indonesia Notary Association with the Police
Department of Republic of Indonesia which mentions that the appeal should be under the approval of the
Regional Supervision Council (Article 66 of the Law Concerning Notary Position).</i>



